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1. Fotocopy KTP / akta kelahiran/surat keterangan lahir

2. Fotocopy Kartu Keluarga

3. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai 

ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

4. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/ surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

5. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

6. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol

7. Surat keterangan non aktif kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan jika terdaftar sebagai peserta JKN 

dengan status non aktif

8. Persyaratan tambahan untuk kasus kecelakaan : ?-Bukan kecelakaan lalu lintas : surat pernyataan 

kronologi kejadian disertai lembar assesment awal atau surat keterangan yang menyatakan bukan 

karena kecelakaan lalu lintas dari rumah sakit ?-Kecelakaan lalu lintas, melampirkan surat laporan 

polisi dan/atau surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan surat keterangan dari Jasa 

Raharja baik kecelakaan tunggal maupun ganda.

9. a. Fotocopy KTP / akta kelahiran/surat keterangan lahir

10. b. Fotocopy Kartu Keluarga

11. c. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan 

sesuai ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

12. d. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat 

darurat dari IGD rumah sakit

13. c. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

14. d. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol

15. e. Persyaratan tambahan untuk kasus kecelakaan : - Bukan kecelakaan lalu lintas : surat pernyataan 

kronologi kejadian disertai lembar assesment awal atau surat keterangan yang menyatakan bukan 

karena kecelakaan lalu lintas dari rumah sakit, -Kecelakaan lalu lintas, melampirkan surat laporan polisi 

dan/atau surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan surat keterangan dari Jasa Raharja 

baik kecelakaan tunggal maupun ganda, serta surat keterangan tidak dijamin dari BPJS Kesehatan atau 

bukti pendukung lainnya.

16. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota

17. Surat keterangan kepolisian yang isinya menyatakan anak / orang tua terlantar disertai kronologi 

penemuannya.

18. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

19. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

20. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

21. Surat rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota

22. Surat keterangan kepolisian yang isinya menyatakan gelandangan disertai kronologi penemuannya

23. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga atau surat keterangan gawat 

darurat dari IGD rumah sakit

24. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

25. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

26. Surat rekomendasi dari FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan)

27. Surat kronologi kejadian kekerasan pada perempuan dan anak

28. Surat pengantar dan keterangan dirawat dari rumah sakit.

29. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

30. Fotocopy KTP / Akta kelahiran / KK

31. Surat keterangan kepolisian yang menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum

32. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga atau surat keterangan gawat 

darurat dari IGD rumah sakit

33. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

34. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

35. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial DIY/Kabupaten/Kota

36. Daftar penghuni Rumah Perlindungan Sosial

37. Surat rujukan dari puskesmas atau surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit

38. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

39. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

40. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial DIY/Kabupaten/Kota

41. Daftar penghuni Shelter PPKS

42. Surat rujukan dari puskesmas atau surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit

43. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

44. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

45. Surat rekomendasi dari kepala balai/panti

46. Daftar penghuni balai/panti

47. Surat rujukan dari puskesmas atau surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit

48. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

49. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

50. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

51. Daftar penghuni LKS

52. Surat rujukan dari puskesmas atau surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit

53. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

54. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

55. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

56. Fotocopy KTP / Akta kelahiran / KK / Passport

57. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

58. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

59. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

60. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Lembaga yang menangani 

kasus HIV AIDS di Pemda DIY

61. Fotocopy KTP / Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir / KK

62. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

63. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

64. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

65. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

66. Fotocopy KTP / Akta kelahiran / KK

67. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

68. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

69. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

70. Surat rekomendasi kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

71. Surat keterangan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

72. Surat rujukan dari klinik / dokter Lapas / surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit

73. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

74. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol.

75. Surat rekomendasi dari Komda KIPI

76. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga atau surat keterangan gawat 

darurat dari IGD rumah sakit

77. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

78. Jika rawat jalan, melampirkan surat keterangan perawatan dari rumah sakit.

79. Fotocopy KTP/akta kelahiran/surat keterangan lahir

80. Fotocopy Kartu Keluarga

81. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai 

ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

82. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

83. Surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan dan/atau surat keterangan non aktif kepesertaan 

JKN dari BPJS Kesehatan

84. Fotocopy Buku KIA

85. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/ dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

86. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

87. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol

88. Memenuhi kriteria penapisan dan skoring hasil pemeriksaan sesuai dengan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah

89. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

90. Daftar rekapitulasi hasil pemeriksaan awal yang membutuhkan tindak lanjut EKG 12 lead sesuai 

Lampiran 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah

91. Fotocopy KIA/Akta Kelahiran

92. Fotocopy Kartu Keluarga

93. Fotocopy KTP / akta kelahiran/surat keterangan lahir

94. Fotocopy Kartu Keluarga

95. cSurat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menyatakan Penduduk Penyandang 

Disabilitas

96. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/ surat keterangan gawat darurat 

dari IGD rumah sakit

97. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit

98. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal 

kontrol

99. Persyaratan tambahan untuk Alat Bantu Kesehatan : - Hasil pemeriksaan dokter spesialis sesuai 

dengan kondisi disabilitas , - Surat keterangan/resep dari dokter spesialis yang mencantumkan 

legalitas izin praktik,- Rujukan dari dokter spesialis ke mitra alat bantu yang telah bekerja sama dengan 

Bapel Jamkessos

100. Fotocopy KTP/akta kelahiran/surat keterangan lahir

101. Fotocopy Kartu Keluarga

102. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menyatakan Penduduk penyandang 

disabilitas

103. Alat bantu kesehatan yang dimiliki (jika memiliki alat bantu kesehatan dibawa saat pelayanan Jamkesus 

Terpadu)

104. Memenuhi batas waktu pemberian alat bantu berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 

2023 tentang Standar Harga Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Semesta, antara 

lain :? Alat bantu dengar : paling cepat 2 tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan 

indikasi medis ? Alat bantu penglihatan : paling cepat 2 tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu 

berdasarkan indikasi medis ? Alat bantu gerak prosthesis : paling cepat 2 tahun sekali untuk bagian 

tubuh yang sama kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis ? Alat bantu gerak orthosis : paling 

cepat 2 tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis 

? Alat bantu gerak kursi roda : paling cepat 5 tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi 

medis ? Alat bantu gerak kruk, walker, dan tripod : paling cepat 2 tahun sekali kecuali dalam kondisi 

tertentu atas indikasi medis.

105. Wanita menikah, usia maksimal 36 tahun

106. Fotocopy KTP/akta kelahiran

107. Fotocopy Kartu Keluarga

108. Fotocopy buku nikah

109. Keterangan riwayat pernah keguguran / pernah melahirkan anak dengan kelainan bawaan (disabilitas) 

/ wanita penyandang disabilitas sejak lahir

110. Fotocopy buku KIA (bagi yang pernah/sedang hamil)

111. Jika sedang hamil, usia kandungan maksimal 10 minggu

112. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai 

ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kotah. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

113. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan/KIS

114. Tidak sedang dalam masa pengobatan TORCH

115. Daftar Peserta Posbindu Disabilitas (usia > 15 tahun)

116. Surat permohonan penjaminan dari Dokter Keluarga yang mengampu Posbindu Disabilitas

117. Jadwal pelayanan Posbindu Disabilitas

118. Usulan data pasien Homecare dari Puskesmas/Dokter keluarga

119. Fotocopy KTP/akta kelahiran/surat keterangan lahir

120. Fotocopy Kartu Keluarga

121. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai 

ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

122. Belum memiliki Jaminan Kesehatan / memiliki Jaminan Kesehatan yang paket manfaatnya terverifikasi

123. Rekomendasi dari DPJP (layak/tidak dilakukan homecare)
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Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233 

0274562080 

jamkesos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan Sosial

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 18 Nov 2024 pukul 18:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://jamkesos.jogjaprov.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8299727/dinas-kesehatan-diy/verifikasi-penerima-manfaat


1. Penerima manfaat datang ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dengan membawa kelengkapan berkas 

persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi

2. Penerima manfaat datang ke Bapel Jamkessos dengan membawa kelengkapan berkas persyaratan

3. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi berkas persyaratan

4. Petugas Bapel Jamkessos melakukan proses entri data berkas permohonan ke dalam aplikasi SI-

PEMIKAT

5. Bapel Jamkessos menerbitkan SKPM

6. Bapel Jamkessos menyerahkan SKPM kepada penerima manfaat.

7. Penerima manfaat menandatangani SKPM

8. Penerima manfaat datang ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dengan membawa kelengkapan berkas 

persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi

9. Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengunggah scan berkas persyaratan pada aplikasi SI-PEMIKAT

10. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi berkas persyaratan

11. Jika hasil verifikasi berkas telah memenuhi syarat dan disetujui, maka data berkas permohonan akan 

dientri ke dalam aplikasi SI-PEMIKAT

12. Bapel Jamkessos menerbitkan SKPM kemudian diunggah pada aplikasi SI-PEMIKAT

13. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengunduh, mencetak dan menyerahkan SKPM kepada penerima 

manfaat

14. Penerima manfaat menandatangani SKPM

15. Penerima manfaat menyiapkan berkas persyaratan dan mengisi pendaftaran online (Google Form)

16. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi data pendaftar

17. Petugas Bapel Jamkessos mengirimkan data hasil verifikasi ke Dinas Sosial Kab/Kota

18. Dinas Sosial Kab/Kota melakukan verifikasi

19. Dinas Sosial Kab/Kota menerbitkan dan mengirimkan surat rekomendasi kepada Bapel Jamkessos. 

Serta mengirimkan undangan kepada penerima manfaat yang lolos verifikasi

20. Bapel Jamkessos menerbitkan Voucher dan diberikan kepada penerima manfaat pada pelayanan 

Jamkesus Terpadu

21. Penerima manfaat menyiapkan berkas persyaratan dan mengisi pendaftaran online (Google Form)

22. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi data pendaftar

23. Bapel Jamkessos DIY menginformasikan haisl verifikasi kepada penerima manfaat Skrining TORCH

24. Petugas Bapel Jamkessos mengirimkan undangan kepada penerima manfaat yang lolos verifikasi

25. Bapel Jamkessos menerbitkan Voucher dan diberikan kepada penerima manfaat pada pelayanan 

Skrining TORCH

26. Pengurus Posbindu Disabilitas/Dokter Keluarga mengirimkan surat permohonan penjaminan, data 

anggota, dan jadwal pelayanan Posbindu kepada Bapel Jamkessos DIY

27. Bapel Jamkessos melakukan otorisasi data anggota posbindu yang dikirimkan

28. Bapel Jamkessos DIY menerbitkan Voucher

29. Bapel Jamkessos memberikan kepada penerima manfaat pada pelayanan Posbindu Disabilitas melalui 

Pengurus Posbindu Disabilitas/Dokter Keluarga

30. Puskesmas/Dokter Keluarga mengirimkan usulan dokumen calon penerima manfaat Homecare 

kepada Bapel Jamkessos DIY

31. Bapel Jamkessos DIY bersama dengan Puskesmas/dokter umum melakukan otorisasi kelayakan calon 

penerima manfaat Homecare

32. Bapel Jamkessos DIY menerbitkan Voucher Homecare

33. Penerima manfaat menerima Voucher Homecare melalui Puskesmas/Dokter keluarga

34. Puskesmas mengirimkan usulan dokumen calon penerima manfaat Skrining Jantung Anak Sekolah 

kepada Bapel Jamkessos DIY

35. Bapel Jamkessos DIY melakukan verifikasi dokumen usulan calon penerima manfaat skrining jantung 

anak sekolah

36. Bapel Jamkessos DIY menyampaikan hasil verifikasi kepada puskesmas

37. Puskesmas melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan Petunjuk Teknis

38. Bapel Jamkessos DIY menerbitkan Voucher Homecare

39. Penerima manfaat menerima Voucher skrining jantung anak sekolah melalui Puskesmas
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Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu Pelayanan:

- Hari Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00

- Hari Jumat                 : 07.30 – 14.30

Waktu penyelesaian pelayanan adalah maksimal 30 menit sejak berkas masuk lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM) , Voucher

Pengaduan Layanan

a.      Kotak pengaduan

b. Pohon kritik dan saran

c. Telepon/fax: (0274) 562080

d. Email: jamkesos.provdiy@gmail.com

e. Website: jamkesos.jogjaprov.go.id
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